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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kota Kupang berhasil menyerap 

anggaran belanja dengan baik. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah daerah 

memiliki sistem administrasi yang baik, kebijakan yang efektif dan sumber 

daya yang memadai untuk melaksanakan program-program yang 

direncanakan. Peningkatan penyerapan anggaran ini dapat memberikan 

manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota 

Kupang. 

2. Perencanaan anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan Jasa 

Berpengaruh secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dengan nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,001 < 0,05). 

3. Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadan Barang dan jasa 

Berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan anggaran di Badan 

Keuangan dan Aset Kota Kupang dengan nilai signifikansi 0,000 (0,000 < 

0,05). 

 

 

 

 



76 
 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1.  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang harus lebih 

memperhatikan analisis kebutuhan secara mendalam, evalusi kebutuhan 

terhadap tenaga kerja, proses pengadaan barang dan jasa yang transparan 

agar dapat meningkatkan program-program kerja yang sudah direncanakan. 

2.  Lebih melibatkan semua unit kerja dalam melakukan penyusunan program-

program yang menjadi rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Kupang karena dengan melibatkan berbagai departemen atau divisi dapat 

membantu mengurangi risiko tumpang tindih anggaran dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan anggaran. 

3.  Selain itu, harus adanya proses yang transparansi dalam pengadaan barang 

dan jasa dengan menggunakan sistem yang dapat memastikan persaingan 

yang sehat antara pemasok, sehingga harga dan kualitas barang atau jasa 

yang diperoleh menjadi optimal.  
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